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 ABSTRAK 
Bayu Aji Sasongko ( B 111 08 272), PERJANJIAN PENERIMAAN 
SISWA BARU SEKOLAH FAVORIT DI MAKASSAR. Dibimbing oleh 
Anwar Borahima dan Harustiati Moein   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan 
mengikat dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh oleh orang 
tua/wali siswa secara mendalam dan penyelesaian masalah 
pengembalian uang masuk sekolah ketika calon siswa batal masuk di 
sekolah yang dituju karena tidak lulus UN.  
Di Makassar terdapat sekolah favorit yang menarik untuk diteliti 
mengenai perjanjian penerimaan siswa baru. Metode penelitian yang 
digunakan ialah yuridis normatif guna mendapatkan kebenaran yang 
objektif. 
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa berdasarkan Putusan 
Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985 yang mana menjadi yurisprudensi 
terhadap penyalahgunaan keadaan dalam pelaksanaan perjanjian. Isi dari 
surat pernyataan yang dibuat pihak Sekolah Islam Athirah Kajaolalido 
Makassar dan ditandatangani oleh orang tua/wali siswa melanggar nilai 
kepatutan dan keadilan sehingga tidak berkekuatan hukum.  Isi surat 
pernyataan bisa dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Ketika calon siswa 
batal masuk di Sekolah Athirah karena tidak lulus UN, maka sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPerdata tentang perikatan dengan 
syarat batal segala biaya yang telah dibayar pada proses penerimaan 
siswa baru akan dikembalikan secara penuh tanpa potongan. 
Kata kunci : Perjanjian, pengembalian uang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan 
manusia. Untuk menjadi manusia yang dapat bertahan mengikuti 
perkembangan zaman yang saat ini semakin rumit dan modern diperlukan 
pendidikan yang berkualitas. Untuk diterima di perguruan tinggi negeri 
tidak mudah karena banyaknya peminat serta soal ujian seleksi 
penerimaan mahasiwa baru pada perguruan tinggi negeri tingkat 
kesulitannya cukup tinggi. Hal ini memotivasi orang tua untuk 
menyekolahkan anaknya di sekolah negeri atau swasta yang berkualitas 
baik.  
Seperti yang kita ketahui, setiap sekolah memiliki daya tampung 
murid yang terbatas, sedangkan peminat banyak. Terlebih lagi pada 
satuan pendidikan yang merupakan unggulan atau favorit. Sesuai dengan 
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama No. 4 Tahun 
2011 tentang penerimaan peserta didik baru Pasal 7 mengatur bahwa 
proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan SKHUN/nilai akhir 
pada Program Paket B, jarak antara tempat tinggal dari sekolah, bakat 
olahraga, bakat seni, prestasi akademik, kemampuan lain yang diakui 
sekolah/madrasah, usia. 
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Pendaftaran siswa baru mewajibkan orang tua dan siswa untuk 
membeli dan mengisi formulir pendaftaran yang selanjutnya harus 
dikumpulkan di sekolah yang dituju. Formulir bisa didapat melalui internet 
dengan cara diunduh atau secara langsung datang ke sekolah yang dituju. 
Baik melalui internet atau diambil langsung di sekolah, formulir tetap harus 
dibeli. Melalui pengisian dan pengembalian formulir serta mengumpulkan 
berkas-berkas yang diminta pihak sekolah belum mengikat kedua belah 
pihak. Kedua belah pihak terikat dan siswa terdaftar secara sah setelah 
orang tua melakukan pembayaran uang pangkal, uang sekolah dan biaya 
lain yang mendukung kegiatan pendidikan. Salah satu persyaratan pada 
penerimaan siswa baru ialah orang tua atau wali harus menandatangani 
surat pernyataan. Salah satu isi dari surat pernyataan tersebut ialah orang 
tua atau wali menyatakan sanggup mematuhi kewajiban pembayaran 
uang pangkal, uang sekolah dan iuran lainnya dan tidak akan meminta 
atau menarik kembali pembayaran yang telah dibayarkan apabila 
membatalkan diri atau pindah sekolah. 
Dalam tahap pendaftaran, akan dikenakan biaya pendaftaran. 
Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri 
Agama No. 4 Tahun 2011 tentang penerimaan peserta didik baru Pasal 15 
mengatur bahwa “Biaya pungutan penerimaan peserta didik baru diatur 
seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga 
ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan dibebaskan atau tidak 
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dipungut biaya”. Namun setiap biaya pendaftaran sekolah beragam 
tergantung kebijakan sekolah untuk menentukan nominalnya. 
Pemerintah memberikan alokasi dana untuk pendidikan yang 
ditujukan untuk biaya personalia dan nonpersonalia. Namun tidak cukup 
untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah, sehingga setiap orang tua 
siswa diminta untuk membayar uang pangkal. uang pangkal dialokasikan 
untuk belanja dan pembangunan fasilitas sekolah. 
Nominal uang masuk sekolah beragam, namun pada sekolah-
sekolah unggulan atau favorit akan lebih tinggi bisa mencapai lebih dari 
lima juta rupiah bahkan belasan juta rupiah. Hal ini timbul karena 
terjadinya hukum pasar. Harga akan menjadi tinggi ketika permintaan atau 
peminat  tinggi dan harga turun ketika permintaan atau peminat rendah. 
Bila dikaitkan, peminat pada sekolah unggulan atau favorit tinggi sehingga 
nominal uang masuk sekolah menjadi mahal. 
Uang masuk sekolah yang wajib dibayar oleh orang tua siswa akan 
digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah pendukung 
operasional selama proses pembelajaran. Uang masuk sekolah dibayar 
satu kali dan menjadi biaya operasional sampai lulus sekolah. Uang 
masuk sekolah dibayar pada proses penerimaan siswa baru.  
Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kekuatan hukum dari 
surat pernyataan yang dibuat oleh pihak Sekolah Islam Athirah Kajaolalido 
dan ditandatangani oleh orang tua/wali  siswa. Karena isi dari surat 
pernyataan tersebut terasa berat oleh orang tua/wali siswa. Seluruh biaya 
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yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali apabila terjadi 
pengunduran diri atau pindah sekolah. Walaupun calon siswa belum 
sempat menikmati pengajaran dan fasilitas sekolah uang tetap tidak bisa 
dikembalikan. Penulis perlu mengkaji apakah hal ini sudah sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat sahnya perjanjian, yaitu 
kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. 
Ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi. Perlu dikaji kekuatan 
hukum dari perjanjian yang dilaksanakan oleh orang tua siswa dengan 
pihak sekolah mengenai pembayaran pada pendaftaran siswa baru. 
Hukum perjanjian mengatur azas kebebasan berkontrak bahwa 
para pihak bebas menentukan isi dari suatu perjanjian sepanjang tidak 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 
Terkait dengan perjanjian penerimaan siswa baru yang seharusnya 
membayar uang biaya masuk sekolah ketika anaknya secara sah menjadi 
siswa sekolah terkait. Hal yang perlu diteliti adalah sejauh mana kekuatan 
mengikat dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua/wali 
dan bagaimana pengembalian uang ketika terjadi peristiwa calon siswa 
batal masuk di Sekolah Islam Athirah Kajaolalido karena tidak lulus UN, 
terkait dengan isi surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang 
tua/wali siswa.  
Isi surat penyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua/wali 
siswa pada perjanjian pembayaran uang masuk sekolah antara orang 
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tua/wali siswa merupakan perikatan bersyarat, dengan syarat batal. 
Berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdata bahwa suatu syarat batal adalah 
syarat yang bila terpenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa 
segala sesuatu kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada 
suatu perikatan;ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang 
telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksud terjadi. Dengan 
diketahuinya jenis perikatan antara orang tua/wali siswa dengan pihak 
sekolah dapat memperjelas mengenai pelaksanaan pemenuhan 
prestasinya. 
Mengacu pada isi surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang 
tua/wali siswa apabila terjadi pembatalan masuk ataupun pindah sekolah, 
segala biaya yang sudah dibayarkan tidak bisa diminta kembali atau 
dikembalikan oleh pihak Sekolah Islam Athirah Kajaolalido Makassar. Hal 
ini tidak sesuai dengan isi dari Pasal 1265 KUHPerdata, maka penulis 
merasa perlu untuk meneliti  mengenai penerapan dari isi surat 
pernyataan. 
Dalam hukum perikatan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi 
oleh suatu perikatan. Unsur itu adalah : hubungan hukum, kekayaan, , 
pihak-pihak, objek hukum (prestasi). Perlu diteliti unsur-unsur perikatan 
dari perjanjian pembayaran antara orang tua/wali siswa dengan pihak 
Sekolah Islam Athirah Kajaolalido sudah terpenuhi atau belum. Dalam 
suatu perikatan harus timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban 
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antara para pihak. Dalam isi surat pernyataan dapat dilihat hanya 
tercantum kewajiban dari pihak orang tua/wali siswa. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana kekuatan mengikat dari surat pernyataan yang 
ditandatangani oleh orang tua/wali siswa dalam penerimaan siswa 
baru di Sekolah Islam Athirah Kajaolalido ? 
2. Bagaimana untuk mendapatkan pengembalian uang masuk 
sekolah ketika calon siswa batal masuk Sekolah Islam Athirah 
Kajaolalido karena tidak lulus ujian nasional ? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan mengikat dari surat 
pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua/wali siswa pada 
penerimaan siswa baru di Sekolah Islam Athirah.  
2. Untuk mengetahui secara mendalam penyelesaian masalah 
mengenai pengembalian uang masuk antara orang tua siswa 
dengan pihak sekolah Islam Athirah, ketika calon siswa batal 
masuk karena tidak lulus ujian nasional. 
Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
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1. Sebagai salah satu referensi dan pertimbangan dalam 
perancangan dan pelaksanaan perjanjian pada pembayaran uang 
masuk sekolah. 
2. Sebagai pembelajaran bagi orang tua, pihak sekolah dan civitas 
akademika dalam hal perjanjian, akibat hukum dari perjanjian, hak 
dan kewajiban. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
 Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada 
seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji 
untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul lah hubungan antara 
dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan 
suatu perikatan antara dua orang pembuatnya. Dalam bentuknya 
perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji 
atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis1. 
Dengan demikian hubungan antara perjanjian dengan perikatan 
adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah 
sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian 
dinamakan juga persetujuan, karena kedua pihak itu setuju untuk 
melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa perkataan (Perjanjian dan 
persetujuan) itu adalah sama artinya2.  
 Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah 
suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri 
dengan satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana 
tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua 
                                                             
1 Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, cetakan 19, Jakarta, Intermasa, hlm. 1. 
2 Ibid, hlm. 1. 
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pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu 
lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian 
itu terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain3. 
 Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu 
suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan 
diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan4. 
 Sudikno Mertokusumo memberi pengertian perjanjian sebagai 
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat 
untuk menimbulkan akibat hukum5. 
Dengan melihat pengertian-pengertian mengenai perjanjian di atas, 
dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah  hubungan hukum antara dua 
pihak atau lebih yang saling terikat untuk melaksanakan suatu hal  sesuai 
dengan isi perjanjian yang telah disepakati.  
2. Lahirnya Perjanjian  
 Sesuai dengan asas konsensualisme, bahwa suatu perjanjian lahir 
sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini 
sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPer)6. 
 Terjadinya kesepakatan sangat penting untuk diketahui, untuk itu 
perlu diketahui teori-teori kapan terjadinya kesepakatan yaitu:
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3 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan (Penjelasan makna pasal 1233 sampai 
1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 63. 
4 Abdul Kadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 95. 
5 Sudikno Mertokusumo, 1983, Mengenal Hukum, pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97. 
6 Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 333. 
7
Salim HS, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta,   hlm. 30-31. 
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a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat 
kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia 
menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin 
untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis 
karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis. 
b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat 
kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima 
tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa 
diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak 
diketahui oleh pihak yang menawarkan. 
c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang 
menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya 
diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak 
diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa 
mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya. 
Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat 
pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. 
3. Syarat Sahnya Perjanjian 
 Dalam buku ketiga KUHPerdata Pasal 1338 ayat satu menyatakan 
: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. Berpedoman pada ketentuan 
tersebut, maka segala perjanjian yang dibuat secara sah menurut undang-
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undang dan telah disepakati oleh para pihak mengikat dan memiliki 
kekuatan hukum. 
Sebenarnya yang dimaksud dari ayat tersebut tidak lain adalah 
menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat segala bentuk perjanjian 
yang disukainya, asalkan tidak melanggar dari ketentuan Pasal 1320 
KUHPerdata. Sebagai syarat sahnya perjanjian ada 4 ketentuan yang 
diperlukan, yaitu : 8 
a. Adanya kata sepakat antara mereka yang mengadakan 
perjanjian. 
b. Adanya kecakapan untuk mengadakan perjanjian. 
c. Adanya suatu hal tertentu. 
d. Adanya suatu sebab yang halal. 
 
Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai 
orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan 
dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai 
perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang 
dilakukannya9. 
Menurut Abdulkadir Muhammad syarat sahnya perjanjian adalah 
sebagai berikut : 10 
a. Maksud mengadakan perjanjian. 
b. Persetujuan yang ditetapkan. 
c. Prestasi (Consideration). 
d. Bentuknya (Form). 
e. Syarat-syarat tertentu (Definite terms). 
f. Kausa yang halal (Legality). 
 
                                                             
8 R Subekti dan R tjiptrosudibio, 1986,  Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya 
Paramitha, Jakarta, hlm. 291. 
9 R Subekti, 1983, Pokok-Pokok Hukum Perdata, P.T. Intermasa, Jakarta, hlm. 17. 
10 Abdulkadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 94. 
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Dalam syarat sahnya perjanjian disebutkan bahwa untuk sahnya 
perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya 
prestasi dan sebab yang halal. 
Dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur mengenai syarat sahnya 
perjanjian, yaitu : 
a. Kesepakatan 
Dengan diberlakukannya kata sepakat pada perjanjian, maka 
berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan 
kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan 
adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut11. 
Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang 
disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan 
dinamakan tawaran (Offerte). Pernyataan pihak yang menerima tawaran 
dinamakan akseptasi (Acceptatie). Ada beberapa teori yang menjelaskan 
saat-saat terjadinya perjanjian antara para pihak, yaitu :12 
1. Teori kehendak (Wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan 
terjadi ketika kehendak para pihak penerima dinyatakan, misalnya 
dengan menuliskan surat. 
2. Teori pengiriman (Verzendtheorie) mengajarkan bahwa 
kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim 
oleh pihak yang menerima tawaran. 
                                                             
11 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini Dkk., 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, 
Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 73. 
12 Ibid, hlm. 74. 
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3. Teori pengetahuan (Vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak 
yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya 
diterima. 
4. Teori kepercayaan (Vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa 
kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap 
layak diterima oleh pihak yang menawarkan. 
Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat 
kesepakatan tidak bebas, yaitu:13 
1. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian 
kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya 
dan mengenai barangnya. 
2. Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata 
atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka 
kehendaknya tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan. 
3. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk 
mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. 
Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal 
tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang 
menimbulkan kekeliruan dalam kehendaknya. 
4. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau 
seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan 
khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat 
                                                             
13 Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju,  hlm. 58. 
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berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak 
berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan 
hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa 
sebenarnya ia harus mencegahnya. 
b. Kecakapan 
 Semua orang cakap untuk melaksanakan perjanjian, kecuali orang 
yang tidak memenuhi syarat kecakapan seperti yang diatur dalam 
undang-undang yaitu : 
1) Orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum 
Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa 
terkecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi di dalam 
hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak 
sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa 
golongan orang yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau 
kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan 
perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau 
dibantu oleh orang lain. Menurut Pasal 1330 KUHPer, mereka 
yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan 
sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa, orang 
yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), orang yang 
dalam pernikahan (wanita kawin). 
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2) Orang-orang yang belum dewasa 
Orang-orang yang belum dewasa hanya dapat 
menjalankan hak dan kewajibannya dengan perantaraan orang 
lain, atau sama sekali dilarang. Kecakapan untuk bertindak di 
dalam hukum bagi orang-orang yang belum dewasa ini diatur 
dalam ketentuan sebagai berikut : 
Menurut Pasal 330 KUHPer, orang yang dikatakan belum 
dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak 
lebih dulu telah kawin. Apabila ia telah menikah, maka ia 
dianggap telah dewasa dan ia tidak akan menjadi orang yang 
dibawah umur lagi, meskipun perkawinannya telah diputuskan 
sebelum usia 21 tahun. 
3) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan  
Menurut Pasal 433 KUHPer, orang yang ditaruh di bawah 
pengampuan adalah orang yang dungu, sakit ingatan atau mata 
gelap dan orang yang boros. Mengenai hal ini, diatur dalam 
ketentuan-ketentuan berikut ini : 
a) Seseorang karena ketaksempurnaan akalnya ditaruh di 
bawah pengampuan, telah mengikatkan dirinya dalam suatu 
perkawinan, dapat dimintai pembatalan perkawinan (Pasal 
88 ayat 1 KUHPer). 
b) Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat 
seorang harus mempunyai akal budinya (Pasal 895 KUHPer) 
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c) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dianggap tidak 
cakap untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1330 KUHPer) 
4) Kedudukan wanita dalam hukum 
Khusus untuk orang perempuan yang dinyatakan tidak 
cakap dalam perbuatan hukum dalam hal : 
a) Membuat perjanjian, memerlukan bantuan atau izin dari 
suami (Pasal 108 KUHPer). 
b) Menghadap di muka hakim harus dengan bantuan suami 
(Pasal 110 KUHPer). 
Untuk masa sekarang ini, ketentuan Pasal 108 KUHPer ini telah 
dicabut dengan surat edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 tanggal 
2 Agustus 1963. Hal ini ditegaskan lagi dengan Undang-undang No.1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31, dimana hak  dan kedudukan  
isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat; dan 
masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum . Namun 
dalam hal tertentu, meskipun seorang isteri yang dianggap cakap 
melakukan perbuatan hukum oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974, 
dalam hal melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama 
perkawinan, harus dengan persetujuan suami (karena suami adalah 
kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga)14. 
 
                                                             
14 Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 23.   
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c. Adanya prestasi 
 Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian 
harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1333 KUHPer, suatu 
perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling 
sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah 
barang yang tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian hari dapat 
ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPer, hanya 
barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi 
pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) KUHPer, 
barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok 
suatu perjanjian15. 
d. Adanya suatu sebab yang halal 
 Selanjutnya undang-undang menghendaki untuk sahnya suatu 
perjanjian harus ada suatu oorzaak (Causa) yang diperbolehkan. Secara 
letterlijk kata oorzaak  atau causa berarti “sebab,” tetapi menurut 
riwayatnya, yang dimaksudkan dengan kata itu ialah “tujuan,” yaitu apa 
yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu. 
Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli : satu pihak akan menerima 
sejumlah uang tunai dan pihak lain akan menerima bunga (rente). Dengan 
kata lain causa berarti : isi perjanjian itu sendiri16. 
 Menurut Pasal 1335 KUHPer, suatu perjanjian yang tidak dapat 
memakai suatu causa atau  dibuat dengan suatu causa yang palsu atau 
                                                             
15 Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 335. 
16 Subekti, 1982, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, hlm. 136. 
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terlarang tidak mempunyai kekuatan. Dari apa yang diterangkan diatas, 
jelaslah bahwa praktis hampir tidak ada perjanjian yang tidak mempunyai 
causa. Suatu causa yang palsu terdapat, jika suatu perjanjian dibuat 
dengan pura-pura saja, untuk menyembunyikan causa yang sebenarnya 
tidak diperbolehkan17. 
 Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka 
perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Sedangkan apabila dua 
syarat terakhir tidak dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi 
hukum (syarat objektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah 
perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat 
hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan 
undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi 
hukum. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak 
mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan18. 
4. Unsur-unsur Perjanjian 
 Dalam suatu perjanjian dikenal ada 3 unsur, yaitu : 19 
1) Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak 
karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini 
maka tidak ada suatu kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual-
beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena 
tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual-
                                                             
17 Ibid, hlm. 137. 
18 Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 335. 
19
 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 31-32. 
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beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak adal hal yang 
diperjanjikan. 
2) Unsur naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-
undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam 
perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, 
unsur naturalia ini merupakan unsur yang dianggap selalu ada di 
dalam kontrak. Sebagai contoh, jika di dalam kontrak tidak 
diperjanjikan mengenai cacat tersembunyi. Secara otomatis berlaku 
ketentuan dalam KUHPerdata bahwa penjual harus menanggung 
cacat tersembunyi. 
3) Unsur aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para 
pihak bila para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam 
jual-beli dengan angsuran diperjanjikan apabila pihak debitur lalai 
membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan 
keterlambatan, dan apabila debitur lalai tidak membayar selama 3 
bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali 
oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-
klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang 
bukan merupakan unsur esensialia dalam suatu kontrak.  
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5. Asas-asas Perjanjian  
Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas perjanjian, yaitu : 
a. Asas konsensualisme 
 Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah 
pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai 
kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu 
belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan 
tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban 
bagi mereka atau biasa. juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah 
bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk 
memenuhi perjanjian tersebut. 
b. Asas kebebasan berkontrak 
 Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada 
seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan 
dengan perjanjian, di antaranya: 
1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau 
tidak. 
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian. 
3. Bebas menentukan isi klausul perjanjian. 
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian. 
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
c. Asas mengikatnya suatu kontrak (Pacta Sunt Servanda) 
 Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi 
perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang 
harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana 
21 
 
mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat 
(1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. 
d. Asas itikad baik 
Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) 
bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di Belanda dan 
Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode praperjanjian, 
yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari 
pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat 
ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum  itikad baik harus 
selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang 
satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya20. 
e. Asas kepribadian  
 Asas ini mempunyai arti, bahwa perjanjian hanya mengikat bagi 
para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1315 KUHPer, pada 
umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau 
meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. 
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1340 KUHPer, suatu perjanjian 
hanya berlaku antara para pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat 
membawa kerugian bagi pihak ketiga. Pengecualian mengenai hal ini 
diatur dalam Pasal 1317 KUHPer, yaitu mengenai janji untuk pihak ketiga. 
                                                             
20
 Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 3-5. 
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Menurut Pasal ini, lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya 
suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu 
penetapan janji yang telah dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri 
atau suatu pemberian yang telah dilakukan oleh orang lain memuat janji 
yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, 
tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga telah menyatakan 
hendak mempergunakannya21.  
f. Asas tidak boleh main hakim sendiri 
 Setiap perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara para pihak 
dimana terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu. 
Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak 
lainnya yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. 
Disinilah asas ini berperan, pihak yang dirugikan tersebut tidak boleh main 
hakim sendiri untuk memperoleh haknya melainkan harus mengikuti 
prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku misalnya melalui pengadilan 
atau meminta bantuan hakim22.  
g. Asas kepercayaan 
 Perjanjian harus dibuat berdasarkan kepercayaan para pihak 
bahwa masing-masing pihak akan memenuhi prestasinya. Berdasarkan 
                                                             
21 Simanjuntak, 1999, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 333-334. 
22 I.G. Widjaya, 2003, Merancang Suatu Kontrak ; Contract Drafting Teori dan Praktek, Edisi 
Revisi, Kesaint Blanc, Jakarta, hlm. 32. 
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kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan berlaku sebagai 
undang-undang bagi para pihak di dalamnya23. 
h. Asas kekuatan mengikat 
 Para pihak terikat tidak hanya terbatas pada hal yang diperjanjikan 
tetapi juga terikat pada unsur-unsur lain sepanjang dikehendaki 
kebiasaan, kepatutan serta moral24.  
i. Asas persamaan hukum 
 Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak 
ada perbedaan walau ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, 
jabatan dan lain-lain25. 
j. Asas moral 
 Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan 
sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat 
kontra prestasi dari debitur. Hal ini juga terlibat dalam Zaakwaarneming 
dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela 
(moral) yang bersangkutan memiliki kewajiban (hukum) untuk meneruskan 
dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terlihat dalam Pasal 1339 
KUHPerdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang 
bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada 
kesusilaan (moral), sebagaimana panggilan hati nuraninya26.   
 
                                                             
23 Mariam Daruz Badrulzaman, 2001, Kompilasi hukum perikatan: Dalam Rangka Menyambut 
Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88. 
24 Ibid, hlm. 88. 
25 Ibid, hlm. 88. 
26 Ibid, hlm. 88-89. 
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k. Asas kepatutan 
 Pasal 1339 KUHPerdata merupakan perwujudan asas kepatutan 
yang ternyata berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian27. 
B.  Sekilas tentang perikatan. 
1.  Pengertian perikatan. 
 Buku III B.W. berjudul “Perihal Perikatan” perkataan “perikatan” 
(Verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian” 
sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama 
sekali tidak bersumber pada persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal 
perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (Onrechmatige 
daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kapantingan 
orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (Zaakwaarneming). Tetapi 
sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang 
timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian28. 
Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang 
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 
sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 
memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan 
kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban 
memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan 
antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, 
                                                             
27 Ibid, hlm. 89. 
28 Subekti. 2002. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Intermasa. Jakarta. Hlm. 122. 
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yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-
undang29. 
 Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan 
perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu 
perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-
sumber lain yang melahirkan undang-undang. Jadi, ada perikatan yang 
lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang30. 
2.  Unsur-unsur perikatan. 
Dari pengertian mengenai perikatan, maka dapat diuraikan lebih 
jelas unsur-unsur yang terdapat dalam perikatan yaitu :31  
a. Hubungan Hukum;32 
Hubungan hukum adalah hubungan yang didalamnya melekat hak 
pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. 
Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang 
diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan 
dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup 
berdasarkan kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan. Pengingkaran 
terhadap hubungan- hubungan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum.  
                                                             
29 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.  
30 Ibid. hlm. 1. 
31 http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab1-
pengertian_dan_tujuan_hukum.pdf 
32 Ibid. 
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Kenyataan hukum adalah suatu kenyataan yang menimbulkan 
akibat hukum yaitu terjadinya, berubahnya, hapusnya, beralihnya hak 
subyektif, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum benda, maupun 
hukum perorangan.  
Kelahiran adalah kenyataan hukum sedangkan akibat hukum 
adalah kewajiban-kewajiban untuk memelihara dan memberikan 
pendidikan; perikatan adalah akibat hukum dari persetujuan.  
Perbuatan-perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dengan 
mana orang yang melakukan perbuatan itu bermaksud untuk menimbulkan 
suatu akibat hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang bukan merupakan 
perbuatan- perbuatan hukum. Adakalanya undang-undang memberi 
akibat hukum kepada perbuatan-perbuatan, dimana orang yang 
melakukannya tidak memikirkan sama sekali kepada akibat-akibat 
hukumnya. Pada pokoknya tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat 
hukum. Perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum 
ini dibagi lagi menjadi dua yaitu perbuatan-perbuatan menurut hukum 
(misalnya, perwakilan sukarela dan pembayaran tidak terutang) dan 
perbuatan-perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 s/d 1380 KUH 
Perdata). 
Peristiwa-peristiwa hukum. Adakalanya undang-undang memberi 
akibat hukum pada suatu keadaan atau peristiwa yang bukan terjadi 
karena perbuatan manusia : pekarangan yang bertetangga, kelahiran, dan 
kematian.  
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2. Kekayaan;33 
Hukum perikatan merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan 
(vermogensrecht) dan bagian lain dari Hukum Harta Kekayaan adalah 
Hukum Benda. Untuk menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan 
perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan ukuran dapat ”dinilai 
dengan uang”. Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang, jika 
kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi 
nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena 
dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat hubungan-hubungan 
yang sulit untuk dinilai dengan uang, misalnya cacat badaniah akibat 
perbuatan seseorang.  
Jadi kriteria ”dapat dinilai dengan uang” tidak lagi dipergunakan 
sebagi suatu kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan. Namun, 
walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi bukan berarti 
bahwa ”dapat dinilai dengan uang” adalah tidak relevan, karena setiap 
perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan 
perikatan.  
 
                                                             
33 Ibid. 
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3. Pihak-pihak;34 
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara orang-orang 
tertentu yaitu kreditur dan debitur. Para pihak pada suatu perikatan 
disebut subjek- subjek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur 
yang berkewajiban atas prestasi. Kreditur biasanya disebut sebagai pihak 
yang aktif sedangkan debitur biasanya pihak yang pasif. Sebagai pihak 
yang aktif kreditur dapat melakuka tindakan-tindakan tertentu terhadap 
debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Tindakan-
tindakan kreditur dapat berupa memberi peringatan-peringatan 
menggugat dimuka pengadilan dan sebagainya.  
Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, hal ini penting karena 
berkaitan dalam hal untuk menuntut pemenuhan prestasi.  
Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus ada satu orang 
kreditur dan sekurang-kurangnya satu orang debitur. Hal ini tidak menutup 
kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditur 
dan beberapa orang debitur.  
4. Objek Hukum (Prestasi);  
Objek dari perikatan adalah apa yang harus dipenuhi oleh si 
berutang dan merupakan hak si berpiutang. Biasanya disebut penunaian 
                                                             
34 Ibid. 
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atau prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur 
berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, 
berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW).  
Pada perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa 
menyerahkan sesuatu barang atau berkewajiban memberikan kenikmatan 
atas sesuatu barang, misalnya penjual berkewajiban menyerahkan 7 
barangnya atau orang yang menyewakan berkewajiban memberikan 
kenikmatan atas barang yang disewakan. 
Pada perikatan berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk 
melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu misalnya 
pelukis, penyanyi, penari, dll. Pada perikatan tidak berbuat sesuatu yaitu 
untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan. Misalnya 
tidak mendirikan bangunan ditanah orang lain, tidak membuat bunyi yang 
bising yang dapat mengganggu ketenangan orang lain, dll.  
Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu :  
a. Objeknya harus tertentu;35 
Dalam Pasal 1320 sub 3 BW menyebutkan sebagai unsur 
terjadinya persetujuan suatu objek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan 
sebagai dapat ditentukan. Karena perikatan dengan objek yang dapat 
                                                             
35 Ibid. 
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ditentukan diakui sah. Sebagai contoh yaitu Pasal 1465 BW yang 
menetukan bahwa pada jual beli harganya dapat ditentukan oleh pihak 
ketiga. Perikatan adalah tidak sah jika objeknya tidak tertentu atau tidak 
dapat ditentukan. Misalnya, sesorang menerima tugas untuk membangun 
sebuah rumah tanpa disebutkan bagaimana bentuknya dan berapa 
luasnya.  
b. Objeknya harus diperbolehkan;36 
Menurut Pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan 
menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban 
umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang-undang. Pasal 23 
AB menentukan bahwa semua perbuatan-perbuatan dan persetujuan- 
persetujuan adalah batal jika bertentangan dengan undang-undang yang 
menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Di satu pihak Pasal 23 AB 
lebih luas daripada Pasal-pasal 1335 dan 1337 BW, karena selain 
perbuatan-perbuatan mencangkup juga persetujuan akan tetapi di lain 
pihak lebih sempit karena kebatalannya hanya jika bertentangan dengan 
undang-undang saja. Kesimpulannya bahwa 8 objek perikatan tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 
 
  
                                                             
36 Ibid. 
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c. Objeknya dapat dinilai dengan uang;37 
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan di atas yaitu 
perikatan adalah suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan 
harta kekayaan 8 objek perikatan tidak boleh bertentangan dengan 
undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berdasarkan definisi-
definisi yang telah dijabarkan di atas yaitu perikatan adalah suatu 
hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan.  
d. Objeknya harus mungkin;38  
Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga prestasinya 
harus mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan 
antara ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Pada 
ketidakmungkinan objektif tidak akan timbul perikatan sedangkan pada 
ketidakmungkinan subjektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. 
Prestasi pada ketidakmungkinan objektif tidak dapat dilaksanakan oleh 
siapapun. Contoh : prestasinya berupa menempuh jarak Semarang - 
Jakarta dengan mobil dalam waktu 3 jam.  
Perbedaan antara ketidakmungkinan objektif dengan 
ketidakmungkinan subjektif yaitu terletak pada pemikiran bahwa dalam hal 
ketidakmungkinan pada contoh pertama setiap orang mengetahui bahwa 
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prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan karena kreditur tidak dapat 
mengharapkan pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan dalam contoh 
kedua, ketidakmungkinan itu hanya diketahui oleh debitur yang 
bersangkutan saja; 
Dalam perkembangan selanjutnya baik Pitlo maupun Asser 
berpendapat bahwa adalah tidak relevan untuk mempersoalkan 
ketidakmungkinan subjektif dan objektif. Ketidakmungkinan untuk 
melakukan prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut kreditur, 
yaitu apakah kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang 
ketidakmungkinan tersebut. Jika kreditur mengetahui, maka perikatan 
menjadi batal dan sebaliknya, jika kreditur tidak mengetahui debitur tetap 
berkewajiban untuk melaksanakan prestasi. 
3. Sumber perikatan. 
a. Perikatan yang lahir dari undang-undang. 
 Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat lahir dari 
undang-undang dan dapat dibagi lagi atas: 39 
1) Yang lahir dari undang-undang saja; 
2) Yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang, 
sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan yang 
diperbolehkan, atau yang melanggar hukuman. 
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Yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari undang-undang 
saja ialah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. 
Jadi yang terdapat dalam buku III B.W., misalnya kewajiban seorang anak 
yang mampu untuk memberikan nafkah pada orang tuanya yang berada 
dalam keadaan kemiskinan40. 
Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan yang 
diperbolehkan adalah pertama timbul jika seseorang melakukan suatu 
“Pembayaran yang tidak diwajibkan”. Perbuatan demikian menerbitkan 
suatu perikatan, yaitu memberikan hak kepada orang yang telah 
membayar itu untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dan 
meletakan kewajiban di pihak lain untuk  mengembalikan pembayaran 
itu41. 
Suatu perikatan lagi yang lahir dari undang-undang karena 
perbuatan yang diperbolehkan oleh undang-undang karena perbuatan 
yang diperbolehkan ialah yang dinamakan “Zaakwaarneming”. Ini terjadi 
jika seseorang dengan sengaja dan tidak diminta, mengurus kepentingan-
kepentingan orang lain. Dari perbuatan ini terbitlah suatu kewajiban bagi 
orang yang melakukan pengurusan untuk meneruskan pengurusan itu 
sampai orang yang berkepentingan sudah kembali ditempatnya. Jika 
pengurusan itu telah dilakukan dengan baik orang ini wajib 
mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan ia 
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diwajibkan pula memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat untuk 
kepentingannya42. 
Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan 
yang melanggar hukum, diatur dalam Pasal 1365 B.W. bahwa tiap 
perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan 
perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk 
membayar kerugian itu43. 
4.  Jenis perikatan. 
 Sebagaimana yang sudah kita lihat, suatu perikatan merupakan 
suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang 
satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain 
berkewajiban memenuhi tutuntan itu. Apabila di masing-masing pihak 
hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya 
berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka 
perikatan ini merupakan bentuk yang sederhana. Perikatan dalam bentuk 
yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan 
murni. Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata 
mengenal pula berbagai macam perikatan yang agak lebih rumit. Bentuk-
bentuk yang lain itu adalah :
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1. Perikatan bersyarat; 
2. Perikatan dengan ketetapan waktu;  
                                                             
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. hlm. 4. 
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3. Perikatan manasuka atau alternatif; 
4. Perikatan tanggung menanggung atau solider; 
5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi; 
6. Perikatan dengan ancaman hukuman. 
 
a.  Perikatan bersyarat. 
Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada 
suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan 
terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya suatu perikatan hingga 
terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan 
menurut terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa tersebut45. 
Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa 
yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya 
peristiwa itu. Perikatan semacam ini dinamakan perikatan dengan syarat 
tangguh. Dalam hal kedua, suatu perikatan yang sudah lahir justru 
berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. 
Perikatan semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat batal46. 
Pasal 1265 KUHPerdata bahwa suatu syarat batal adalah syarat 
yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala 
sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada 
suau perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya 
mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila 
peristiwa yang dimaksudkan terjadi47. 
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47 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
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Begitu pula ada suatu ketentuan dalam hukum perjanjian, bahwa 
semua syarat bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, 
sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau sesuatu yang 
dilarang oleh undang-undang, adalah batal dan berakibat bahwa 
perjanjian yang digantungkan kepadanya tidak mempunyai suatu 
kekuatan hukum apapun48. 
b.  Perikatan dengan ketetapan waktu. 
 Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (termijn) 
tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan 
hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu 
berlakunya suatu perikatan. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat 
untuk kepentingan si berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau 
dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk 
kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu 
yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. Tetapi apa 
yang telah dibayarkan sebelum waktu itu datang tak dapat diminta 
kembali49. 
c.  Perikatan manasuka 
 Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia 
menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam 
perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima 
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sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. 
Hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas 
diberikan kepada si berpiutang. 
d.  Perikatan  tanggung-menanggung 
 Dalam perikatan semcam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa 
orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur (dan ini yang 
paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi 
seluruh utang. Dalam hal ini beberapa terdapat di pihak kreditur, maka 
tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan 
sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur 
membebaskan debitur-debitur lainnya. Begitu pula pembayaran yang 
dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang 
terhadap kreditur-kreditu lainnya50. 
e.  Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. 
 Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar 
prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh 
mengurangi hakikat prestasi itu. Soal dapat dibagi atau tidak dapat 
dibaginya suatu prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di 
dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perikatan itu. Dapat 
dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan 
sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tak dapat dibagi 
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kewajibannya untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat 
dibagi-bagi tanpa kehilangan hakikatnya51. 
f.  Perikatan dengan ancaman hukuman 
 Perikatan semacam ini, adalah suatu perikatan di mana ditentukan 
bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan 
melakuka sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan 
hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang 
diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya 
perjanjian. Ia mempunyai dua maksud : Pertama untuk mendorong atau 
menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajiban. Kedua 
untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya 
atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab, berapa besarnya 
kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang52. 
C.  Hubungan Perjanjian dengan Perikatan. 
 Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa 
perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, 
disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan 
persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat 
dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dengan persetujuan) itu 
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adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan 
kepada perjanjian atau suatu persetujuan yang tertulis53.  
D.  Kewajiban dan Hak Siswa Sekolah 
Setiap peserta didik berkewajiban untuk : 54 
1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali 
bagi siswa tidak mampu yang dibebaskan dari kewajiban 
tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku 
2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku 
3. Menghormati tenaga pengajar 
4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, 
keamanan dan ketertiban satuan pendidikan yang 
bersangkutan. 
Secara umum kewajiban siswa sekolah dapat dijabarkan sebagai 
berikut : 55 
1. Kewajiban belajar, belajar merupakan tugas utama seorang 
pelajar. Siswa diwajibkan untuk belajar dengan baik baik di 
dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Mengerjakan 
tugas yang diberikan oleh guru juga merupakan kewajiban. 
2. Kewajiban menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik 
sekolah baik di dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah 
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55 Ibid. 
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merupakan perwujudan terhadap ketahanan sekolah beserta 
wawasan wiyata mandala. 
3. Kewajiban biaya sekolah, BOS atau biaya operasional sekolah 
adalah biaya sekolah yang berasal dari pemerintah yang 
merupakan pendukung operasional kegiatan sekolah harian 
agar dapat berjalan lancar. Biaya ini hanya membantu 
meringankan beban biaya pendidikan sekolah namun bukan 
berarti sekolah bebas biaya sama sekali. 
4. Taat tata tertib, aturan-aturan yang mengarahkan tingkah laku 
siswa di sekolah merupakan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh 
seluruh siswa. Dengan mematuhi tata tertib di sekolah bertujuan 
mendidik kedisiplinan siswa sehingga mampu menunjang 
kehidupan siswa dalam bermasyarakat. 
5. Kewajiban kerja sama, kerja sama antara pihak sekolah dengan 
masyarakat dalam hal ini wali murid wajib dilaksanakan dalam 
rangka mendukung kegiatan belajar di sekolah. Kerja sama 
yang baik antara pihak sekolah dengan wali murid mampu 
menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. 
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh 
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pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Setiap peserta satuan 
pendidikan memiliki hak sebagai berikut : 56 
1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan 
kemampuannya 
2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar 
pendidikan 
3. Berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri 
maupun memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu 
yang telah dibakukan 
4. Mendapat fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
5. Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau tingkat yang 
lebih tinggi 
6. Sesuai persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan 
pendidikan yang hendak dimasuki 
7. Memperoleh hasil penuaian hasil pembelajaran 
8. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang 
ditentukan 
9. Mendapat pelayanan khusus bagi penyandang cacat. 
Secara umum dalam proses pembelajaran, siswa berhak : 57 
1. Hak belajar, siswa berhak mendapatkan pembelajaran di kelas 
atau luar kelas, pengajaran untuk perbaikan pengayaan, 
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kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti ulangan harian, ulangan 
umum dan ujian nasional 
2. Hak pelayanan, dengan adanya pelayanan diharapkan memberi 
kemudahan siswa meraih harapan memperoleh kesuksesan. 
Siswa berhak mendapat pelayanan berhubungan dengan 
administrasi sekolah. Pelayanan bimbingan konseling akan 
membantu keberhasilan siswa. 
3. Hak pembinaan, bentuk pembinaan dapat dilaksanakan pada 
saat upacara bendera, pembinaan wali kelas, saat mengajar 
bahkan saat bimbingan dan layanan konseling. 
4. Hak memakai sarana pendidikan, sarana dan prasarana 
pendidikan merupakan alat untuk mempermudah siswa 
melakukan berbagai kegiatan pendidikan. 
5. Hak berbicara dan berpendapat, hak ini digunakan secara 
demokratis untuk melatih siswa mengeluarkan pendapatnya. 
Tapi perlu diingat hak ini harus digunakan dengan cara-cara 
yang sopan, tidak anarki dan menimbulkan kerusuhan. 
6. Hak berorganisasi, berkumpul dengan teman-teman sebaya 
memang sangat diperlukan bagi siswa. Jika bertujuan baik 
maka sah-sah saja untuk berorganisasi. Berorganisasi juga bisa 
menjadi ajang menyalurkan bakat dan minat siswa. 
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7. Hak bantuan biaya sekolah, bantuan biaya sekolah atau 
beasiswa merupakan kebutuhan wajib bagi siswa yang tidak 
mampu atau berprestasi. 
E.  Ketentuan Hukum Penerimaan Peserta Didik Baru 
 Persyaratan penerimaan siswa baru dibuat serta diberlakukan oleh 
sekolah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional 
dan Menteri Agama No. 4 Tahun 2011 menggantikan KEPMENDIKNAS 
No. 051 Tahun 2002. Peraturan ini merupakan produk hukum bersama 
kementerian pendidikan nasional dan kementerian agama karena 
peraturan ini menjadi acuan persayaratan penerimaan siswa baru bagi 
sekolah pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Mengah Atas (SMA) dan Madrasah 
pada  tingkatan Raudhatul Atfal (RA) atau Bustanul Atfal (BA), Ibtidaiyah 
(MI), Tsanawiyah (MTs) serta Aliyah (MA). 
 Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri 
Agama No. 4 Tahun 2011 Pasal 3, ada 4 asas yang harus diterapkan 
dalam proses penerimaan siswa baru baik pada sekolah maupun 
madrasah, yaitu:58 
a. Asas objektivitas, artinya penerimaan peserta didik baru, baik 
peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan 
umum yang diatur dalam  Peraturan Bersama Menteri ini; 
                                                             
58 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama No. 4 Tahun 2011, Pasal 3 
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b. Asas transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik 
baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat 
termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala 
penyimpangan yang mungkin terjadi; 
c. Asas akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur 
maupun hasilnya; dan 
d. Asas tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia 
sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah 
asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial). 
Tidak hanya asas-asas tersebut yang harus diterapkan dalam 
proses penerimaan siswa baru, dalam Peraturan Bersama Menteri No. 4 
Tahun 2011 Pasal 7 diatur pula persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
calon peserta didik pada proses penerimaan siswa baru tingkat SMA atau 
MA. Persyaratan ini merupakan syarat utama dan mendasar yang wajib 
dipenuhi oleh calon peserta didik baru dalam proses penerimaan siswa 
baru. Isi dari Peraturan Bersama Menteri No. 4 Tahun 2011 Pasal 7, 
yaitu:
59
 
a. Telah lulus dan memiliki Ijazah dari SMP/MTs/Program Paket B; 
b. Memiliki SKHUN (surat keterangan hasil ujian nasional) 
SMP/MTs/SMPLB; 
                                                             
59 Peraturan Bersama Menteri No. 4 Tahun 2011 Pasal 7. 
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c. Berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; 
d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi 
keahlian /kompetensi keahlian di SMK/MAK yang dituju. 
Persyaratan yang tercantum pada Pasal 7 Peraturan Bersama 
Menteri No. 4 Tahun 2011 merupakan syarat administrasi yang harus 
dipenuhi oleh calon peserta didik baru pada proses penerimaan siswa 
baru. Selain dari syarat administrasi ada proses seleksi yang harus dilalui 
oleh calon peserta didik baru pada proses penerimaan siswa baru.  
Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri No. 4 Tahun 2011 Pasal 
12 diatur mengenai ketentuan proses seleksi, bahwa “seleksi calon 
peserta didik kelas 10 SMA/MA/SMALB dilakukan berdasarkan SKHUN 
atau nilai akhir pada program Paket B, dengan mempertimbangkan aspek 
jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik baru, 
bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain 
yang diakui sekolah/madrasah, serta memberikan prioritas paling sedikit 
20 persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang 
mampu”60. 
Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri No. 4 Tahun 2011 Pasal 
15 diatur ketentuan hukum mengenai pemungutan biaya pendidikan, 
yaitu: 61 
                                                             
60 Ibid. Pasal 12. 
61 Ibid. Pasal 15. 
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a. Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs 
negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya 
pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik; 
b. Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs 
swasta diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan 
memberikan prioritas paling sedikit 20 persen bagi peserta didik 
yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu; 
c. Penerimaan peserta didik baru pada SMA/MA atau SMK/MAK 
diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan 
memberikan prioritas paling sedikit 20 persen bagi peserta didik 
yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu agar 
dipertimbangkan dibebaskan dari pungutan biaya penerimaan 
atau tidak dipungut biaya; 
d. Penerimaan peserta didik baru ada TK/RA/BA diatur biaya 
penerimaan seringan mungkin dengan memberikan prioritas 
paling sedikit 20 persen bagi peserta didik yang berasal dari 
keluarga ekonomi kurang mampu agar dipertimbangkan 
dibebaskan dari pungutan biaya penerimaan atau tidak dipungut 
biaya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang digunakan sebagai penunjang 
penelitian yaitu : 
1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan 
dengan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah staf tata 
usaha yang mana selaku panitia penerimaan siswa baru di Sekolah 
Islam Athirah Kajaolalido Makassar. Juga hasil wawancara 
mengenai indikator sekolah favorit antara penulis dengan kepala 
keluarga yang ada di kompleks Graha Malengkeri Makassar.  
2) Data sekunder, adalah pendukung data primer yang telah tersedia 
dan tinggal dicari serta dikumpul. Pada penelitian ini data sekunder 
berupa syarat dan ketentuan pada proses masuk sekolah terkait. 
Data dicari serta dikumpul dari staf tata usaha selaku panitia 
penerimaan siswa baru Sekolah Islam Athirah Kajaolalido 
Makassar. Juga hasil wawancara mengenai Indikator sekolah 
favorit antara penulis dengan kepala rumah tangga di Kompleks 
Graha Malengkeri Makassar. 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu: 
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1. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 
dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara 
(interview), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan wawancara tidak berstruktur untuk 
memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan 
kepada pihak Sekolah Athirah yaitu Tata Usaha selaku panitia 
penerimaan siswa baru Sekolah Athirah dan kepala keluarga di 
Kompleks Graha Malengkeri Makassar. 
2. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku 
atau literatur yang berhubungan dengan penelitian. 
C. Analisis Data 
 Data yang telah diperoleh berupa data primer dan sekunder akan 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian akan disajikan secara yuridis 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahannya yang berkaitan erat  terhadap penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Indikator Sekolah Favorit. 
Sekolah untuk dapat dinyatakan favorit tidak memiliki indikator 
khusus yang diatur oleh perundang-undangan ataupun aturan dari dinas 
pendidikan. Yang membuat suatu sekolah dapat dikatakan favorit adalah 
penilaian masyarakat secara umum serta minat dari masyarakat terhadap 
suatu sekolah. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi indikator suatu 
sekolah menjadi favorit penulis melakukan wawancara bebas tidak 
berstruktur di lingkungan kompleks Graha Malengkeri Jalan Malengkeri 
Raya Makassar. Pertanyaan yang diajukan adalah mengenai hal apa saja 
yang menjadi indikator suatu sekolah dapat dinyatakan menjadi sekolah 
favorit di Makassar. Dalam Kompleks Perumahan Graha Malengkeri 
berdiri 30 bangunan rumah dengan jumlah kepala keluarga yaitu 30 
kepala keluarga. Penulis melakukan wawancara dengan objek wawancara 
30% dari jumlah kepala keluarga yang ada di Kompleks Graha Malengkeri 
yaitu sejumlah 9 kepala keluarga. 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur antara 
penulis dengan Andi Najamuddin, umur 57 tahun, alamat Kompleks Graha 
Malengkeri blok AR 1 No.1 Makassar, bekerja sebagai TNI. Yang menjadi 
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indikator sekolah favorit adalah seberapa tinggi sekolah tersebut diminati 
oleh anak maupun orang tua62. 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur antara 
penulis dengan Haji Ramli, umur 52 tahun, alamat Kompleks Graha 
Malengkeri blok AR 2 No.1 Makassar, bekerja sebagai pegawai negeri 
sipil. Yang menjadi indikator sekolah favorit adalah tingkat popularitas 
yang tinggi atau diketahui secara meluas oleh masyarakat secara 
umum63. 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur antara 
penulis dengan Suaeb Murtada, umur 35 tahun, alamat kompleks Graha 
Malengkeri blok AR 3 No. 4 Makassar, bekerja sebagai karyawan pada 
perusahaan swasta. Yang menjadi indikator sekolah favorit adalah tingkat 
prestasi suatu sekolah dan banyaknya peminat yang mendaftar untuk 
masuk pada sekolah tersebut64. 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur antara 
penulis dengan Alexander Sirua, umur 52 tahun, alamat kompleks Graha 
Malengkeri blok AR 7 No.3 Makassar, bekerja sebagai pengusaha. Yang 
menjadi indikator sekolah favorit adalah citra yang bagus dari suatu 
                                                             
62  Wawancara dengan Najamuddin, 12 Februari 2015 
63 Wawancara dengan Ramli, 12 Februari 2015. 
64  Wawancara dengan Suaeb, 12 Februari 2015. 
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sekolah di kalangan masyarakat secara umum dan banyaknya peminat 
yang mendaftar di sekolah tersebut65. 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur antara 
penulis dengan Amri M. Rizal, umur 41 tahun, alamat Kompleks Graha 
Malengkeri blok Ar 1 No.4 Makassar, bekerja sebagai pegawai negeri 
sipil. Yang menjadi indikator sekolah favorit diketahui oleh masyarakat 
luas dan banyak peminatnya66. 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur antara 
penulis dengan Gurandi Akmal Husein, umur 43 tahun, alamat Kompleks 
Graha Malengkeri blok AR 3 No.2 Makassar, bekerja sebagai pelaut. 
Yang menjadi indikator sekolah favorit adalah tingginya minat pendaftar 
baik anak maupun orang tua67. 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur antara 
penulis dengan Suryandi Saleh, umur 36 tahun, alamat Kompleks Graha 
Malengkeri blok AR 5 No. 3 Makassar, bekerja sebagai karyawan di 
perusahaan swasta. Yang menjadi indikator sekolah favorit adalah tingkat 
prestasi yang bagus dan fasilitas yang lengkap68. 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur antara 
penulis dengan Rusli Daeng Naba, umur 37 tahun, alamat Kompleks 
Graha Malengkeri Blok AR 3 No.5 Makassar, bekerja sebagai Kontraktor. 
                                                             
65  Wawancara dengan Alexander, 12 Februari 2015. 
66 Wawancara dengan Amri, 12 Februari 2015. 
67  Wawancara dengan Gurandi, 12 Februari 2015. 
68  Wawancara dengan Suryandi, 12 Februari 2015. 
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Yang menjadi indikator sekolah favorit adalah jumlah peminat yang 
banyak mendaftar di sekolah tersebut dan prestasi yang baik secara 
akademik69. 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur antara 
penulis dengan Hasrul Mukhtadin, umur 54 tahun, alamat Kompleks 
Graha Malengkeri blok AR 7 No.2, sudah pensiun dari pekerjaannya. 
Yang menjadi indikator sekolah favorit adalah tinggi tingkat masyarakat 
untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut, kualitas pendidikan 
yang bagus dan dikenal secara meluas oleh masyarakat umum70. 
Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan sembilan 
kepala keluarga di Kompleks Graha Malengkeri Makassar, dapat 
disimpulkan bahwa indikator sekolah favorit yaitu : 
1. Tingginya peminat yang mendaftar di suatu sekolah; 
2. Nama suatu sekolah dikenal atau diketahui secara luas oleh 
masyarakat; 
3. Tingginya tingkat prestasi suatu sekolah; 
4. Kelengkapan fasilitas dari suatu sekolah; 
5. Kualitas pendidikan yang baik dari suatu sekolah. 
 
Dari hasil penelitian penulis di Sekolah Islam Athirah Kajaolalido 
Makassar, dapat disimpulkan bahwa sekolah Athirah Kajaolalido termasuk 
salah satu sekolah favorit di Makassar. Dapat dilihat dari jumlah peminat 
di Sekolah Islam Athirah Kajaolalido yang tinggi, dilihat dari banyaknya 
calon siswa yang mendaftar melebihi kapasitas kuota maksimal 
penerimaan calon siswa baru. Nama dari Sekolah Islam Athirah 
                                                             
69 Wawancara dengan Rusli, 12 Februari 2015. 
70 Wawancara dengan Hasrul, 12 Februari 2015. 
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Kajaolalido Makassar dikenal luas oleh masyarakat umum karena 
banyaknya prestasi yang telah diraih oleh sekolah. Prestasi di bidang 
akademik, olahraga, maupun seni dan budaya. Selain prestasi di berbagai 
bidang, fasilitas yang lengkap dan memadai menjadi salah satu penunjang 
Sekolah Islam Athirah dikatakan sebagai salah satu sekolah favorit. 
Fasilitas seperti ruangan kelas ber-AC, lapangan olahraga, ruangan 
laboratorium yang lengkap.  
B.  Kekuatan Mengikat dari Surat Pernyataan yang Ditandatangani 
Oleh Orang tua/wali Siswa dalam Penerimaan Siswa Baru di 
Sekolah Islam Athirah Kajaolalido. 
Memberikan yang terbaik bagi anak menjadi suatu tugas bagi 
setiap orang tua/wali. Orang tua/wali menginginkan pendidikan yang 
terbaik untuk anaknya dengan harapan agar anaknya mendapat ilmu 
pengetahuan yang tinggi serta berguna bagi masa anak. Dengan memiliki 
ilmu pengetahuan yang tinggi merupakan salah satu faktor pendukung 
untuk seseorang mendapatkan pekerjaan yang bagus serta penghidupan 
yang layak atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya nanti. Hal inilah yang memotivasi setiap orang tua/wali 
berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Orang 
tua/wali juga tidak merasa berat untuk membayar uang masuk sekolah 
yang mahal di sekolah favorit. Hal ini dirasa wajar, karena sekolah dengan 
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kualitas pendidikan bagus menjadi hal yang umum bahwa uang 
sekolahnya mahal71. 
Orang tua/wali siswa memiliki beberapa alasan untuk 
menyekolahkan anaknya di Sekolah Islam Athirah Kajaolalido Makassar, 
yaitu :72 
1. Orang tua/wali siswa merupakan alumni lulusan Sekolah 
Islam Athirah Kajaolalido Makassar; 
2. Orang tua/wali siswa ingin anaknya memperoleh pendidikan 
sekolah berbasis nilai-nilai Islam; 
3. Orang tua/wali tertarik untuk mengikutsertakan anaknya 
pada program-program unggulan yang ditawarkan oleh 
Sekolah Islam Athirah Kajaolalido Makassar; 
4. Orang tua/wali menilai Sekolah Islam Athirah Kajaolalido 
memiliki kualitas pendidikan yang baik serta sarana maupun 
prasarana yang memadai. 
 
Berdasarkan hasil wawancara bebas tidak berstruktur untuk 
mengetahui mekanisme penerimaan siswa baru antara penulis dengan 
panitia penerimaan siswa baru yaitu pihak tata usaha Sekolah Islam 
Athirah Kajaolalido. Proses penerimaan siswa baru di Sekolah Islam 
Athirah melalui sistem online di website resmi Athirah atau secara manual 
langsung di sekolah. Baik secara online maupun manual orang tua siswa 
tetap wajib membeli formulir pendaftaran.73 
Untuk sistem online orang tua siswa harus ke sekolah membayar 
Rp. 300.000,00 yang selanjutnya akan diberikan user id beserta password 
                                                             
71 Wawancara dengan Najamuddin, Ramli, Suaeb, Alexander, Amri, Gurandi, Suryandi, Rusli, 
Hasrul, 3 Maret 2015. 
72 Wawancara dengan Amirullah, 15 April 2014. 
73  Wawancara dengan Amirullah, 15 April 2014. 
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atau identitas pengguna layanan pendaftaran online serta kata sandi 
untuk bisa mengunduh formulir di website resmi Athirah. Setelah diunduh 
formulir diisi selanjutnya dikumpulkan di sekolah. Untuk sistem manual 
atau langsung orang tua siswa membeli formulir secara langsung di 
sekolah selanjutnya diisi dan dikembalikan kepada pihak sekolah74. 
Pelaksanaan syarat pendaftaran sekolah pada umumnya ialah : 
telah lulus, memiliki ijazah dari pendidikan sebelumnya, memiliki SKHUN, 
fotocopy rapor semester ganjil dan genap yang sudah dilegalisir. 
Selanjutnya proses seleksi berdasarkan nilai rata-rata hasil UN dan jarak 
antara rumah dengan sekolah yang dituju75. 
Pelaksanaan syarat pendaftaran pada sekolah pada umumnya 
dengan sekolah favorit sama namun ada tambahan sesuai dengan 
persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Berdasarkan hasil 
penelitian penulis di Sekolah Islam Atirah Kajaolalido Makassar 
pelaksanaan syarat pendaftaran yang harus dipenuhi saat yaitu: Fotocopy 
rapor semester ganjil dan genap yang sudah dilegalisir oleh pihak sekolah 
asal masing-masing 1 lembar dan foto berwarna ukuran 3x4, 4 lembar. 
Setelah pendaftaran tahap selanjutnya adalah test akademik, tes 
wawancara. Setelah keluar hasil pengumuman penerimaan siswa baru 
selanjutnya orang tua siswa harus melunasi segala biaya administrasi 
yaitu: Uang pembangunan, uang SPP bulan pertama, uang seragam, 
                                                             
74 Wawancara dengan Amirullah, 15 April 2014. 
75 Peraturan Bersama Menteri No. 4 Tahun 2011. 
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uang BMJ, uang majalah Athirah, uang OSIS, uang asuransi, uang 
psikotes, uang kartu pelajar dan uang MOS.76 
Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 
orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal.77 Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian 
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan 
atau ditulis.78 Perjanjian penerimaan siswa baru antara orang tua/wali 
siswa dengan pihak sekolah Athirah tidak memakai suatu kontrak yang 
menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sanksi hukum apabila 
terjadi wanprestasi serta penyelesaian masalah ketika terjadi sengketa. 
Perjanjian penerimaan siswa baru antara orang tua/wali siswa dengan 
pihak sekolah Athirah merupakan perjanjian yang bentuk kesepakatan 
secara tertulisnya dituangkan ke dalam sebuah surat pernyataan orang 
tua/wali siswa.79  
Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat 
sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata (lihat 
halaman 11 pada Bab II). Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, 
dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus 
bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari 
                                                             
76 Wawancara dengan Amirullah, 15 April 2014. 
77 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Cetakan 19, Jakarta, Intermasa, hlm. 1. 
78 Ibid.  
79 Op.cit. 
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perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, 
juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang 
sama secara timbal-balik.80 Ada teori yang menjelaskan saat-saat terjadi 
perjanjian antara para pihak, yaitu :  
1. Teori kehendak (Wilstheorie), mengajarkan bahwa kesepakatan 
terjadi ketika kehendak para pihak penerima dinyatakan, misalnya 
dengan menulis surat; 
2. Teori pengiriman (Verzendtheorie), mengajarkan bahwa 
kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan dikirim 
oleh pihak yang menerima penawaran; 
3. Teori pengetahuan (Vernemingstheorie), mengajarkan bahwa pihak 
yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya 
diterima; 
4. Teori kepercayaan (Vetrouwenstheorie), mengajarkan bahwa 
kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap 
layak diterima oleh pihak yang menawarkan.81 
 
Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka 
perjanjian itu lahir pada detik dimana diterimanya suatu penawaran 
(Offerte). Apabila seseorang melakukan penawaran dan penawaran itu 
diterima orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menulis surat 
bahwa ia menerima penawaran itu. Menurut ajaran yang lazim dianut 
sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang 
melakukan penawaran menerima jawaban yang termaktub dalam surat 
tersebut, sebab pada detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya 
kesepakatan.82 
                                                             
80 Ibid. hlm. 17. 
81  Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini Dkk., 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, 
Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 73. 
82 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian ,Cetakan 19, Jakarta, Intermasa, hlm.28. 
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Mengacu pada perjanjian pada proses penerimaan siswa baru 
antara pihak orang tua/wali siswa dengan sekolah Athirah, pengumuman 
pendaftaran penerimaan siswa baru yang diumumkan melalui media 
elektronik yaitu situs resmi sekolah Athirah yaitu 
www.sekolahathirah.sch.id dan media cetak surat kabar serta 
pemasangan iklan dengan spanduk di tepi jalan depan sekolah Athirah 
dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai penawaran (offerte). 
Bentuk penerimaan penawaran (acceptatie) yang dilakukan oleh pihak 
orang tua/wali bukanlah pada detik dibelinya formulir ataupun ketika pihak 
orang tua/wali datang ke sekolah Athirah untuk mendaftar. Pada 
pembelian formulir hanya terjadi perjanjian jual-beli biasa dengan objek 
berupa formulir pendaftaran. Panitia menganggap pembelian hingga 
pengembalian formulir hanya mengikat hubungan hukum sebatas jual-beli 
formulir pendaftaran antara orang tua/wali siswa dengan pihak Athirah 
terkait dengan penerimaan siswa baru sekolah Athirah83. 
Pihak panitia penerimaan siswa baru sekolah Athirah menganggap 
detik lahirnya perikatan antara pihak orang tua/wali dengan pihak sekolah 
Athirah lahir pada detik pembayaran uang masuk sekolah setelah keluar 
hasil pengumuman hasil tes masuk sekolah Athirah disertai 
penandatangan surat pernyataan orang tua/wali siswa84. Perikatan antara 
orang tua/wali siswa dengan pihak sekolah Athirah adalah perikatan yang 
                                                             
83  Wawancara dengan Amirullah, 15 April 2014. 
84 Ibid. 
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bersumber dari perjanjian karena perikatan lahir dari perjanjian yang 
timbul pada proses penerimaan siswa baru. Perikatan tersebut termasuk 
ke dalam perikatan dua pihak atau lebih, hal ini dikarenakan terjadi 
hubungan hukum antara dua pihak yang saling menuntut hak dan 
kewajiban. Pihak orang tua/wali siswa berkewajiban melakukan 
pembayaran uang masuk sekolah dan pihak sekolah Athirah berhak 
menerima sejumlah uang untuk pembayaran uang masuk sekolah Athirah. 
KUHPerdata sendiri tidak mengatur bagaimana kriteria yang dimaksud 
dengan perjanjian timbal balik. Untuk mengetahui kriteria timbal balik, 
sebelumnya dapat dilihat dari makna kata per kata. Kata timbal balik 
menurut kamus umum bahasa Indonesia dapat diartikan; Pada kedua 
belah sisi (Pihak) atau dari kedua belah pihak; bersambut-sambutan; 
saling (menagih, menuntut)85. Dari definisi kata tersebut, tampak bahwa 
dalam perjanjian timbal balik ada hubungan saling memiliki kewajiban dan 
hak. Hubungan di antara kedua belah pihak atau hubungan saling 
memiliki hak dan kewajiban, didukung oleh pendapat dari beberapa 
sarjana. J.Satrio mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian 
perjanjian timbal balik yakni:  
“Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-
kewajiban (dan karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak, dan hak 
serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya.” 
 
                                                             
85 Purwadarminta, 2007, kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 
hlm.1272. 
60 
 
 Yang dimaksud dengan “Mempunyai hubungan satu dengan yang 
lain” adalah, bahwa bilamana dalam perikatan yang muncul dari perjanjian 
tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain disana 
berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban86.  
Pihak orang tua berkewajiban melakukan pembayaran uang masuk 
sekolah dan berhak untuk anaknya diterima serta terdaftar secara sah 
sebagai siswa di sekolah Athirah untuk dididik dan menikmati segala 
sarana dan prasarana sekolah sebagai fasilitas penunjang pendidikan 
siswa. Pihak sekolah berkewajiban menerima dan mendaftar secara sah 
anak dari orang tua tersebut serta menyediakan sarana dan prasarana 
penyelenggaraan pendidikan di sekolah Athirah87. Berdasarkan teori 
penerimaan, ini termasuk ke dalam teori kehendak, yaitu dimana 
penerimaan penawaran dinyatakan dalam bentuk tindakan melakukan 
pembayaran serta menandatangani surat pernyataan orang tua/wali siswa 
sebagai pemenuhan syarat pendaftaran penerimaan siswa baru di 
sekolah Athirah. 
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut 
hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig 
dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 
KUHPerdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk 
membuat suatu perjanjian : 
                                                             
86 Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm.36-37. 
87 op.cit. 
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1. Orang-orang belum dewasa; 
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah 
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu88. 
 
Dari surat edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 4 Agustus 
1963 kepada ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh 
Indonesia ternyata, bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 
110 KUHPerdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan 
perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin 
atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi89. Orang tua siswa 
telah cakap hukum untuk melakukan ataupun mengadakan perjanjian 
karena telah dewasa serta berwenang karena merupakan orang tua/wali 
yang sah dan sehat pikirannya. Kedewasaan bisa dibuktikan melalui kartu 
tanda penduduk (KTP). Menurut undang-undang yang berlaku di 
Indonesia seseorang dinyatakan dewasa, usia kawin dan diizinkan untuk 
kawin sebagai berikut : 
 KUHPerdata 
Undang-
undang 
perkawinan 
Undang-
undang 
perlindungan 
anak 
Undang-
undang 
jabatan 
notaris 
Usia 
dewasa 
21 tahun 
berdasarkan 
Pasal 330 
18 tahun 
berdasarkan 
Pasal 47 
18 tahun 
berdasarkan 
Pasal 1 ayat (1) 
18 tahun 
berdasarkan 
pasal 39 dan 
40 
Usia 
kawin 
Laki-laki 18 
tahun dan 
perempuan 
Laki-laki 19 
tahun dan 
perempuan 
Tidak diatur 
secara 
terperinci. 
Tidak diatur 
secara 
terperinci. 
                                                             
88  Subekti, 2002, Hukum Perjanjian ,Cetakan 19, Jakarta, Intermasa, hlm.17. 
89 Ibid. hlm.19 
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15 tahun 
berdasarkan 
Pasal 29 
16 tahun 
berdasarkan 
Pasal 7 ayat 
(1) 
Untuk 
melangsungkan 
perkawinan 
haruslah 
dewasa.  Usia 
dewasa 18 
tahun berdasar 
Pasal 1 
Untuk 
melangsungkan 
perkawinan 
haruslah 
dewasa.  Usia 
dewasa 18 
tahun 
berdasarkan 
pasal 39 dan 
40 
Izin 
kawin 
30 tahun 
berdasarkan 
Pasal 42 
21 tahun 
berdasarkan 
Pasal 6 ayat 
(2) 
Tidak diatur 
secara 
terperinci. 
Untuk 
melangsungkan 
perkawinan 
haruslah 
dewasa.  Usia 
dewasa 18 
tahun 
berdasarkan 
Pasal 1 
Tidak diatur 
secara 
terperinci. 
Untuk 
melangsungkan 
perkawinan 
haruslah 
dewasa.  Usia 
dewasa 18 
tahun 
berdasarkan 
pasal 39 dan 
40 
Tabel 1. Usia dewasa, usia kawin dan usia izin kawin. 
Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia terdapat 
perbedaan mengenai usia dewasa, usia kawin dan usia izin kawin. Pada 
umumnya seseorang dikatakan dewasa kurang lebih pada usia genap 18 
tahun. Terkait dengan kecakapan secara hukum orang tua/wali siswa 
dianggap cakap karena sesuai data kartu tanda penduduk (KTP) telah 
mencapai usia dewasa. Kondisi kejiwaan dari orang tua /wali siswa juga 
dianggap normal karena berperilaku normal. 
Syarat suatu hal tertentu, barang yang dimaksudkan dalam 
perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu 
sudah atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian 
dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu 
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disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan90. Terkait 
dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua/wali siswa, 
yang menjadi objek perjanjian dalam surat pernyataan itu adalah berupa 
sejumlah uang untuk pembayaran uang masuk sekolah Athirah. 
Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri 
Agama No. 4 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1), bahwa “persyaratan calon 
peserta didik baru SMA/MA ialah telah lulus dan memiliki ijazah dari 
SMP/MTs/Program Paket B, memiliki SKHUN (surat keterangan hasil ujian 
nasional) dan berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran 
baru”. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Menteri 
Agama No. 4 tahun 2011 pasal 12, bahwa “seleksi calon peserta didik 
baru kelas 10 SMA/MA/SMALB berdasarkan SKHUN atau nilai akhir pada 
Program Paket B, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal 
ke sekolah/madrasah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, 
bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui 
sekolah/madrasah, serta memberikan prioritas paling sedikit 20 persen 
bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu’. 
Syarat sebab yang halal ini menyangkut isi perjanjian yang tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. 
Dengan demikian undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi 
sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang diperhatikan oleh 
undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan 
                                                             
90 Op.cit. hlm. 19. 
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tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, suatu 
perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang 
palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum91. Terkait dengan 
surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak orangtua/wali siswa, isi 
dari surat pernyataan tidak bertentangan dengan undang-undang, 
ketertiban umum dan kesusilaan. 
Detik ketika lahirnya perjanjian pada proses penerimaan siswa 
baru, orang tua siswa selain melaksanakan pemenuhan prestasi berupa 
pembayaran disertai menandatangani surat pernyataan orang tua atau 
wali92. Surat pernyataan ini berisikan : 
1. Tidak akan menarik kembali uang pangkal dan SPP yang telah 
dibayarkan kepada yayasan/Sekolah Islam Athirah. 
2. Bersedia bekerjasama dengan pihak sekolah dalam uasaha 
membimbing, mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan 
yang diprogramkan, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah 
demi mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. 
3. Bersedia menyerahkan proses pembinaan kemandirian anak 
kepada pihak sekolah sehingga tidak perlu berada di sekitar 
kelas ketika kegiatan proses pembelajaran berlangsung. 
4. Bersedia menjadi teladan yang baik dalam penerapan nilai-nilai 
agama Islam kepada anak, kapanpun dan dimanapun. 
5. Sanggup mematuhi pembayaran uang pangkal, uang sekolah 
dan iuran Badan Musyawarah Jami’ah (BMJ) sebagaimana 
yang telah ditetapkan oleh Yayasan/Sekolah Islam Athirah dan 
tidak meminta kembali pembayaran yang dimaksud apabila 
membatalkan diri atau karena anak pindah sekolah.93 
 
                                                             
91 Op.cit. hlm.335. 
92 Ibid. 
93 Wawancara dengan Amirullah, 15 April 2014. 
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Pada nomor satu surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang 
tua/wali siswa dituliskan bahwa tidak akan menarik kembali uang pangkal 
dan SPP yang telah saya bayarkan pada yayasan Sekolah Islam Athirah. 
Dari kalimat tersebut menimbulkan akibat hukum bahwa setelah orang 
tua/wali siswa berkewajiban melakukan pembayaran uang pangkal dan 
SPP serta dengan menyetujui melalui penandatanganan surat pernyataan 
memiliki konsekuensi yaitu uang yang telah dibayarkan tidak bisa ditarik 
kembali atau dikembalikan oleh pihak sekolah Athirah. Dan hal ini menjadi 
dasar pihak sekolah Athirah berhak untuk tidak melakukan pengembalian 
uang, karena memang isi surat pernyataan tidak melanggar undang-
undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Orang tua/wali siswa secara 
sadar dan tanpa paksaan menandatangani surat pernyataan serta tidak 
ada unsur penipuan. 
Pada nomor dua dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
orang tua/wali siswa dituliskan bahwa bersedia bekerjasama dengan 
pihak sekolah dalam usaha membimbing, mengarahkan anak saya untuk 
mengikuti kegiatan yang diprogramkan, mematuhi peraturan dan tata 
tertib sekolah demi mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan.  
Konsekuensi yang timbul adalah orang tua/wali siswa  juga berkewajiban 
membimbing dan mengarahkan anaknya untuk belajar serta mematuhi 
segala tata tertib sekolah. Sehingga setelah orang tua/wali 
menyekolahkan anaknya di sekolah Athirah, tidak membebankan proses 
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pendidikan hanya kepada pihak sekolah namun saling mendukung dan 
bekerjasama. 
Pada nomor tiga dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
orang tua/wali siswa dituliskan bahwa bersedia menyerahkan proses 
pembinaan kemandirian anak kepada pihak sekolah sehingga tidak perlu 
berada di sekitar kelas ketika kegiatan proses pembelajaran berlangsung. 
Konsekuensi yang timbul adalah pihak orang tua/wali berkewajiban 
mempercayakan anaknya untuk secara mandiri mengikuti proses 
pendidikan di lingkungan sekolah. Pihak sekolah memiliki hak untuk 
melaksanakan proses pembelajaran tanpa gangguan kehadiran orang 
tua/wali di lingkungan sekolah. 
Pada nomor empat dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
orang tua/wali siswa dituliskan bahwa bersedia menjadi teladan yang baik 
dalam penerapan nilai-nilai agama Islam kepada anak, kapanpun dan 
dimanapun. Konsekuensi yang timbul adalah orang tua berkewajiban 
menjadi teladan yang baik bagi anaknya. Pihak sekolah memiliki hak atas 
pertanggungjawaban orang tua/wali apabila siswa berperilaku tidak baik 
dikarenakan pengaruh  buruk orang tua/wali. 
Pada nomor lima dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
orang tua/wali siswa dituliskan bahwa sanggup mematuhi pembayaran 
uang pangkal, uang sekolah dan iuran Badan Musyawarah Jami’ah (BMJ) 
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Yayasan/Sekolah Islam Athirah 
dan tidak meminta kembali pembayaran yang dimaksud apabila 
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membatalkan diri atau karena anak pindah sekolah. Konsekuensi yang 
timbul dari isi nomor lima dari surat pernyataan yang ditanda tangani oleh 
orang tua/wali siswa adalah orang atau/ wali berkewajiban melakukan 
pembayaran sejumlah uang sekolah sebagaimana yang telah ditentukan 
oleh pihak yayasan sekolah Athirah. Pihak sekolah memiliki hak atas 
penerimaan sejumlah uang pembayaran. Konsekuensi yang timbul adalah 
orang tua tidak bisa meminta kembali uang yang sudah dibayarkan 
kepada pihak sekolah ketika anaknya batal masuk sekolah Athirah karena 
mengundurkan diri atau pindah sekolah. Berdasarkan isi surat pernyataan 
nomor lima ini menjadi dasar dan menimbulkan hak untuk pihak sekolah 
tidak melakukan pengembalian uang yang telah dibayarkan. 
Isi dari surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua/wali 
siswa dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan keadaan psikologis 
oleh pihak sekolah. Berbeda dengan aturan hukum kontrak yang berlaku 
di Indonesia, yang belum mengatur penyalahgunaan keadaan, tetapi 
masih memakai rubrikasi paksaan, tipuan, dan khilaf sebagai dasar untuk 
menyatakan cacatnya kesepakatan, maka KUHPerdata Belanda baru 
yang terdapat dalam NBW (Nieuw Burgerlijk Wetbook) telah menetapkan 
penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu alasan untuk membatalkan 
kontrak. Sebelum ajaran penyalahgunaan keadaan mengemuka, setiap 
peristiwa kontrak yang timbul karena salah satu pihak menyalahgunakan 
kesempatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya maka 
peradilan melihat kepada causa yang tidak halal, yaitu keadaan yang 
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bertentangan dengan ketertiban umum dan kebiasaan yang baik, dan 
berdasarkan hal itu menganggap kontrak tidak berlaku untuk sebagian 
atau seluruhnya94. 
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum 
perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan 
tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum 
perjanjian merupakan apa yang dinamai hukum pelengkap, yang berarti 
bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh 
pihak-pihak yang suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat 
ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum 
perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka 
dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak 
mengatur sendiri sesuatu soal itu, berarti mereka mengenai soal tersebut 
akan tunduk kepada undang-undang95.  
Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi 
kebebasan berkontrak, berhubungan dengan terjadinya kontrak, bukan 
karena causa yang tidak dibolehkan. Penyalahgunaan keadaan tidak 
semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, melainkan berhubungan 
dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian karena tidak 
bebas menentukan kehendaknya dalam kontrak. Penyalahgunaan 
                                                             
94 Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata, Bandung,  Alumni, hlm. 
180. 
95 Subekti. 2002. Hukum Perjanjian. Jakarta. Intermasa. Jakarta. Hlm. 13. 
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keadaan menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya 
kontrak, yakni menyalahgunakan keadaan orang lain tidak menyebabkan 
isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan 
kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Masalah 
sesungguhnya tidak terletak pada causa yang tidak dibolehkan, tetapi 
terletak pada cacat kehendak. Seseorang yang memiliki keunggulan 
posisi akan dapat mendominasi dan mempengaruhi kehendak pihak 
lainnya dalam suatu kontrak, sehingga pihak lain terpaksa mengadakan 
kontrak tersebut. Sedikit banyaknya harus ada kedudukan terpaksa dari 
pihak yang membutuhkan, dimana dalam keadaan itu tidak ada alternatif 
riil untuk membuat kontrak dengan orang lain, dan dengan demikian juga 
tidak ada kemungkinan untuk mengadakan kontrak yang riil96. 
Keunggulan yang tidak berimbang akan dapat melahirkan 
kesepakatan yang timpang, sehingga melahirkan kontrak yang dilandasi 
dengan kesepakatan semu, yang dibuat karena keterpaksaan.pihak yang 
lebih lemah untuk memenuhi keperluannya. Sepintas peristiwa tersebut 
dilindungi dengan asas kebebasan berkontrak, dan karenanya mempunyai 
kekuatan mengikat, namun karena kesepakatan yang diberi tidak 
didasarkan atas kehendak bebas, melainkan karena keadaan terpaksa, 
maka kontrak itu dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan keadaan. 
Kiranya dapat dikatakan, bahwa kebebasan berkontrak yang tidak 
                                                             
96 J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan- 
Bagian III, terjemahan Sudikno Mertokusumo, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda 
DenganIndonesia, 
Proyek Hukum Perdata, Medan, 31 Agustus - 12 September 1987, hal. 11. 
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bertanggung jawab akan cenderung dapat menimbulkan penyalahgunaan 
keadaan. Dengan diakuinya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu 
alasan pembatalan kontrak, maka ia sekaligus berfungsi sebagai faktor 
pembatas terhadap praktik kebebasan dalam pembuatan kontrak.97 
Selain ketiga alasan yang terdapat dalam Pasal 1321 KUHPerdata, 
penyalahgunaan keadaan telah menjadi alasan lain untuk membatalkan 
kontrak karena cacat kehendak yang belum diatur dalam peraturan 
perundangundangan, melainkan berasal dari konstruksi hukum yang 
diakui yurisprudensi Mahkamah Agung di Indonesia. Penerapan 
penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi adanya 
kehendak yang bebas dalam pembuatan kontrak telah diterima 
Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan Putusan Mahkamah Agung 
No. 3431K/Pdt/1985 dalam kasus Sri Setianingsih lawan Ny. Boesono dan 
R. Boesono98.  
Dalam kasus ini Sri Setianingsih selaku penggugat telah 
meminjamkan sejumlah uang kepada Ny. Boesono dan R. Boesono 
selaku tergugat dengan syarat bunga 10% per bulan dan buku 
pembayaran pensiun diserahkan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. 
Mahkamah Agung mempertimbangkan, bahwa kedua isi yang menjadi 
syarat pinjaman tadi bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, 
sehingga secara ex aqui et bono dianggap patut dan adil bila besarnya 
                                                             
97 Ibid. hlm. 12. 
98
 Catatan Kusumah Atmadja, dalam Mahkamah Agung, 1989, Yurisprudensi Indonesia 1, Jakarta: 
Ichtiar Baru-Van Hoeve, hal. 111. 
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bunga adalah 1% per bulan, apalagi penggugat adalah purnawirawan dan 
tidak mempunyai penghasilan lain. Bunga yang telah dibayar oleh 
penggugat sebesar Rp. 400.000.- harus dianggap sebagai pembayaran 
pokok pinjaman, sehingga sisa hutang yang harus dibayar lagi oleh 
tergugat sebagai sisa pokok pinjaman menjadi sebesar Rp. 194.000.- 
Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah Agung memberi putusan 
pada pokoknya sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan kasasi dari 
pemohon-pemohon kasisi Ny. Boesono dan R. Boesono; (2) Membatalkan 
putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan 
Pengadilan Negeri Blora; (3) Menghukum para tergugat secara tanggung 
renteng untuk membayar hutangnya sekaligus sebesar Rp. 194.000.00099. 
Meskipun dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak 
disebutkan secara eksplisit, bahwa pertimbangannya didasarkan atas 
penyalahgunaan keadaan, oleh Henry Panggabean dikatakan secara 
tidak langsung peradilan kasasi ini telah menerapkan ajaran 
penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian (materiil) 
maupun mengenai unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak 
penggugat. Putusan Mahkamah Agung dimaksud telah pula diberi catatan 
oleh Kusumah Atmadja, dengan menyatakan, bahwa hakim 
memperhatikan adanya indikasi tertentu yang menjadi dasar bagi 
kesimpulan, yaitu telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang 
dimungkinkan karena adanya ketidakseimbangan dan ketidakserasian 
                                                             
99 Ibid.  
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kedudukan para pihak. Ternyata bunga sebesar 10% per bulan, 
sedangkan tergugat selaku debitur hanyalah seorang purnawirawan, di 
samping itu buku pembayaran pensiun dijadikan jaminan100. 
Dalam perikatan terdapat unsur-unsur perikatan, yaitu : hubungan 
hukum, harta kekayaan, pihak-pihak dan prestasi. Terkait dengan surat 
pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua/wali siswa. Hubungan 
hukum antara orang tua/wali siswa dengan pihak sekolah adalah 
mengenai pembayaran uang sekolah. Orang tua berkewajiban melunasi 
pembayaran uang sekolah sedangkan pihak sekolah berhak menerima 
sejumlah uang pembayaran uang sekolah. Kekayaan, terkait dengan surat 
pernyataan sudah jelas dapat dilihat bahwa isi surat pernyataan mengenai 
pula tentang pembayaran. Pihak-pihak, terkait dengan surat pernyataan 
dapat dipahami bahwa berdasarkan isi surat pernyataan orang tua 
sebagai debitur karena berkewajiban melakukan pembayaran dan pihak 
sekolah sebagai kreditur yang berhak menerima uang pembayaran 
sekolah.  
C.  Pengembalian Uang Masuk Sekolah Islam Athirah Jalan Kajaolalido 
Makassar Bila Calon Siswa Batal Masuk Karena Tidak Lulus Ujian 
Nasional.  
Pada surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak orang 
tua/wali siswa pada nomor satu dan lima ialah mengenai masalah 
pengembalian uang. Pada surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan 
                                                             
100 Ibid. 
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menarik kembali uang pangkal dan SPP yang telah saya bayarkan pada 
yayasan Sekolah Islam Athirah dan Sanggup mematuhi pembayaran uang 
pangkal, uang sekolah dan iuran Badan Musyawarah Jami’ah (BMJ) 
sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Yayasan/Sekolah Islam Athirah 
dan tidak meminta kembali pembayaran yang dimaksud apabila 
membatalkan diri atau karena anak pindah sekolah. Perikatan yang terjadi 
antara pihak orang tua/wali dengan pihak sekolah Athirah adalah 
perikatan bersyarat. Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia 
digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih 
belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga 
terjadinya peristiwa semacam itu, maupun membatalkan perikatan 
menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut101. 
Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa 
yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya 
peristiwa itu. Perikatan semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu 
syarat tangguh. Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah lahir 
justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. 
Perikat yang semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat 
batal. Mengacu pada isi surat pernyataan, dapat dipahami bahwa syarat 
pengembalian uang berlaku perikatan dengan syarat batal. 
                                                             
101   Subekti, 2002, Hukum Perjanjian ,Cetakan 19, Jakarta, Intermasa, hlm.4. 
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Syarat pengembalian menjadi syarat batal, karena perikatan yang 
sudah lahir menjadi batal dengan terjadinya peristiwa dimana calon siswa 
tidak jadi masuk sekolah Athirah karena tidak lulus ujian nasional (UN)102. 
Pasal 1265 KUHPerdata mengatur bahwa suatu syarat batal adalah 
syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa 
segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak 
pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan 
perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah 
diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi103. Dalam surat 
pernyataan tidak disebutkan mengenai hal syarat pengembalian uang bila 
pembatalan masuk sekolah karena tidak lulus UN karena syarat ini 
merupakan kebijakan dari pihak sekolah. Sekolah memiliki kebijakan 
untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan secara penuh tanpa 
potongan bila pembatalan masuk sekolah karena tidak lulus UN104.  Tetapi 
jika terkait pengembalian uang tersebut berupa kebijakan hal itu bisa 
merugikan pihak orang tua siswa, karena kebijakan tersebut bersifat hak 
bagi pihak sekolah sehingga pengembalian uang tersebut bisa tidak 
dikembalikan karena hal itu hanya kebijakan dari sekolah dan tidak 
termuat dalam surat pernyataan pendaftaran sekolah. 
                                                             
102  Wawancara dengan Amirullah, 15 April 2014. 
103 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
104 Ibid.  
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Sejauh ini belum pernah terjadi siswa yang batal masuk Sekolah 
Islam Athirah Kajaolalido Makassar dengan alasan karena tidak lulus UN. 
Alasan yang umum menjadikan batalnya siswa masuk di Athirah ialah 
karena orang tua/wali pindah tugas dan lulusnya anak di sekolah negeri. 
Batalnya siswa masuk dengan alasan tersebut berakibat tidak 
dikembalikannya segala uang yang telah dibayarkan105. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
105 Wawancara dengan Amirullah, 15 April 2014. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis 
terhadap perjanjian pembayaran uang sekolah saat penerimaan siswa 
baru pada sekolah favorit di Makassar, penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebagian isi dari surat 
pernyataan yang telah ditandatangani oleh pihak orang tua/wali 
tidak mempunyai kekuatan hukum karena sebagian isi dari surat 
pernyataan dapat digolongkan penyalahgunaan keadaan psikologi. 
Undang-undang di Indonesia belum mengatur secara khusus 
mengenai penyalahgunaan keadaan dalam suatu pelaksanaan 
perjanjian, namun Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985 
dalam kasus Sri Setianingsih melawan Ny. Boesono dapat 
dijadikan yurisprudensi. Hakim tidak mengemukakan secara 
eksplisit mengenai penyalahgunaan keadaan dalam putusannya, 
namun hakim menggunakan pertimbangan kepatutan dan keadilan 
untuk membatalkan sebagian isi perjanjian. 
2. Pada nomor satu dan lima dari isi surat pernyataan orang tua/wali 
menjadi dasar  pihak sekolah untuk tidak mengembalikan segala  
biaya yang telah dilunasi ketika calon siswa batal masuk di sekolah 
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Athirah karena mengundurkan diri ataupun pindah sekolah. Selain 
itu ada kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah yakni biaya yang 
telah dilunasi akan dikembalikan secara penuh apabila calon siswa 
batal masuk karena tidak lulus UN namun tidak dituliskan dalam 
surat pernyataan. Dapat dipahami bahwa surat pernyataan ini 
merupakan perikatan bersyarat yakni perikatan dengan syarat 
batal. syarat batal perikatan ini karena perikatan tersebut sudah 
ada namun akan berakhir ketika terjadi peristiwa dimana batal 
masuk karena tidak lulus ujian nasional maka pada detik terjadinya 
peristiwa tersebut perikatan dianggap batal dan segala uang yang 
telah dibayarkan sesuai dengan Pasal 1265 KUHPerdata akan 
dikembalikan penuh oleh pihak sekolah Athirah.  
 
B. Saran 
Dalam penulisan skripsi hukum ini, penulis memberikan saran-
saran sebagai berikut : 
i. Untuk mengubah dan memperbaiki isi dari surat pernyataan terkait 
masalah pengembalian uang yang telah dibayarkan karena batal 
masuk karena mengundurkan diri atau pindah sesuai dengan 
kepatutan dan keadilan. Sebaiknya isi perjanjian terkait 
pengembalian uang diubah menjadi pengembalian uang dengan 
potongan sepatutnya dan adil bagi masing-masing pihak. 
Pengembalian uang dengan potongan yang patut dan adil 
masksudnya uang dikembalikan dengan besaran persentase yang 
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tidak terlalu memberatkan pihak orang tua/wali namun juga tidak 
menimbulkan kerugian bagi pihak sekolah. Pada umumnya besaran 
persentase potongan pengembalian uang yaitu sebesar 15 sampai 
20 persen dari jumlah uang yang telah dibayarkan. Mengubah dan 
memperbaiki isi dari surat pernyataan yang dibuat oleh pihak 
Sekolah Islam Athirah Kajaolalido Makassar sesuai dengan 
kepatutan dan keadilan dapat membuat isi dari surat pernyataan 
berkekuatan hukum dan mengikat. Isi surat pernyataan sebaiknya 
ditambahkan pernyataan secara jelas mengenai hak dan kewajiban 
masing masing pihak. Hal tersebut juga berdasarkan peraturan 
yaitu Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang 
dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 
ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau 
karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dari Pasal 
1338 KUHPerdata dapat dipahami bahwa isi surat perjanjian 
menjadi undang-undang bagi pihak yang mengadakan perjanjian.  
ii. Sebaiknya surat pernyataan terkait penyelesaian pengembalian 
uang jika tidak lulus UN diubah menjadi suatu perjanjian yang 
isinya dituliskan secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan 
ditandatangani kedua belah pihak jika perlu juga ditambahkan 
saksi. 
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